
BUPATI BANYUASIN 
PERATURAN BUPATI BANYUASIN 

NOMOR 207 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2017 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUASIN, 

a . bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan 
Daerah Kabupaten Banyu.asin Nomor 20 Tahun 2016 tentang 
.'\nggaran Pe.ndapatan dan Belanja Daerab Kabupa ten 
Banyuasin Tahun Anggaran 20 17, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah l<abupaten Banyu.asin Tahun 
Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan 
APBD Tahun Anggaran 2017; 

b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huru.f a, perlu d iatur dengan ?eraturan Bupati 
Banyuasin. 

1. Vnda ng-Vndang Nornor 21 Tahun l 997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih da n Bebas dari Korupsi, 
r<olusi dan Nepot'isme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

3 . Vndang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan 
(Lemba ran Negara Republik Jndonesia Tahun 2002 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Jndonesia Nomor 
4181); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

6 . Undang ... 
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6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republil< Indonesia Tah un 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Jndonesia Nomor 442 J ); 

8. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang- Undang Nornor 28 Tahun 2009 tcntang Pajak Daerah 
dan Ret ribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lem.baran Negara 
Republik lndonesia Noma ,· 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Pera turan Peru ndang-uncla ngan (Lembaran Negara Republik 
Jnclonesia Tahun 2004 Nomnr 52, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 5234) ; 

12. Pcraturan PemerinLah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pero binaan dan Pengawasan a cas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 4 1, Tambahan Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia No11101· 4090): 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Kcuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyar Daei·al, (Lcmbaran Negara Repu blik 
lnclon<::sia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpubli.k Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
(Lembaran Negara Republik 1ndonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712); 

14. Peraturan Pemerintah Nomoi- 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4502) ; 

15. Peraturan ... 
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15. Peraturan Pemcrintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemcrintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembar~n Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nern.or 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomo-r 4575i ; 

18. Peraturan Pen1erintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
lnformasi Keuangan Daerah {Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor· 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambaha.n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4577); 

20. Peratu.ran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelola.an Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Nega ra Republik Indonesia Tah.un 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lcmba.ran Negara Republik Indonesia 
Nomor 46 l 4); 

2 3 . Peraturan Menteri Dalain Negeri Nomor 13 Tahu n 2006 
lentang Pcdoman Pcngelolaan J<e uangan Daerah , 
sebagaimana telah diubah dengan Peratura.n Menteri Dalarn 
Negeri Nomor 21 Tahun 20 I 1: 

24 . Pe1·aturan Daerah Kabupatcn Banyuasin Nornor 13 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat 
Daerah Kabupaten Banyuasin dan Sekretariat DPRD 
Kabupaten Banyuasin (Lemba.ran Daerah Kabupaten 
Banyuasin Tahun 2008 Nornor 15) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Kabupar.en Banyu asin Nomor 12 
Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin 
Tahun 2012 Nomor 15 , Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 015); 

25. Peraturan .. . 



Me ne tapkan 

25. 

26. 

4 

Perat.uran Daerah l<abupat.cn Banyuasin Nomor 18 Tahu.n 
2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dalam 
Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten 
Banyuasin Tahun 2008 Nomor 20); 

Peraluran Daerah l<abupaten l:lanyuasin Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Pembcntukan da n Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabu paten 
Banyuasin Tahun 20 16 Nomor 18). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2 017. 

Pasal l 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tah un Anggaran 2017 , 
dengan r incian sebagai beril<ut : 

a. Pendapatan 

b. Bclanja 

SURPLUS/ (DEFISIT) 

c . Pembiayaan 

a) Penerimaan 

b) Pengeluaran 

Rp. 1.847 l 13.572.493,56 

Rp. 1 .897.387.440.835,56 

Rp (50.273.868.342,00) 

Rp. 

Rp . 

55.273.868.342,00 

5 000 .000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp . 50.273.868.342,00 

Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0 ,-

Pasal 2 

Penjabaran APBD sebaga imana dimaksud dalam Pasal 1 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran 
Ill dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini . 

Pasal 3 

Larnpiran sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 merupakan 
bagi.an yang tidak terpisahka:n dari Peraluran Bupati ini. 

Pasal 4 ... 
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Pasal 4 

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkar, dalam Peraturan 
Bupati ini dituangkan lebih Janjut dalam dokumen pelaksan_aan 
anggaran organisasi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan 
peru ndang-undangan yang berlaku. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlak u pada tanggal di tetapkan. 

Agar setia p orang mengetah uinya, mernerinta11kan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dal.am Berita Daerah 
Kabupaten Banyuasin. 

Ditetapkan di Pa ngkalan Balai 
Pada tanggal 28 Desember 2016 

WAKIL BUPATI SELAKU 
ELA.KSANA TUGAS 

~ .. ~ .. ,,,..., ASIN •t 
.:);.) 

/ 

\ <-' 
"1.·.

1 
, .,PRIONO 

~- .?" 
Diundangkan di Pangkalan Balai 

..,.ga.da tanggal 28 Desem ber 2016 

/4\:'SiK~ARIS DAERAH 
/,J"' KABUP~T-¥N BANYUASIN, t: SETO \·;·1 
l ($)~ •" fl 
" -?}.___ f 
~ fil'_E . '/ SYAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2016 
NOMOR 207 
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NOMOR 
URUT 

Lampiran I Pe.n,jabarao APBO 2017 

PEMERINTAH KABUPATcN BANYUASIN 

RINGKASAN PENJABARAN APBD 
TI\H\JII At;(',GAR/IH 201 7 

URAIAN 

Nomor 207 Ta!Ul 2016 

T•n9g.,I : 28 Dc:an\Der" 2016 

JUMLAH 

1-------J -- ---------------------------1--- - - --- -·-
l 2 3 1--=---1----------_;:__---- ------I=======·-= 

1 

1 I 

l L.l 

1 I 2 

1 , l . 3 

l l. ~ 

1. 2 

I 2. 1 

l , 2. 2 

1 2.3 

I.) 

l 3.3 
l . 3 . 4 

I 3.5 

2 

2, I 

2. I. l 
2 .1, 4 

2. l. 5 
; l 7 

' 1.8 

2. 2 

2 2. I 
2.2 2 

2 7.3 

»16 

J l 

l l . I 

J. 2 

3 2.2 

I 

PENOAPATAN 

PENDAPATAN ASU DAERAH 

Pondacatan Pajak Daetah 

Hasil-.siDa<Yah 

Hasil PcngeJolaan Kekayaan oaerah yang Oipisal'laln 
LairHail ~tan A$I, Daesah yang Sah 

DANA PERIMBANGAN 

8Jgl Has,I PaJak/8o<Jl lt.llill ll<Jkdn Pajak 

Deina AIOka5i u,num 

L.&!7. Ul .572.'193,56 

107, 759.158.994,00 
1- - --- -·- -- .. 

55,729.916.000,00 
7.860.054.000,00 
3.700.000.000,00 

4M69.188.994,00 

l.424. ICll.848.000,00 -
1%.S34A39.000,00 
93L957.SS3.000,00 

Dana Alol<a$I '°"""5 295.61 ! .8S6.000,00 

LAIN•LAIN PENOAPATAN OAERAH YANG SAH 

~ Bag, Hds• Pajak CSi>l'i ~,nu dao Pcmeri"ltah Dt1ci-3n tainnva 
Cfflna Pcnyesua\lln dan Otonoml Khusus 

6anbJi?n Kf!UaOC)1n dari Provffli atalJ 1>e1,ei11tatt Oaerall 1..,.,myd 

BELANJA 

BELANJA TIOA1( LANGSUNG 

llelonjaPcg.lwa1 
Bclanja H!h,'\h 

BelanjallNttuanSa;.ai 

315.250.565 ◄9'.1,56 

77.7'14.64'1,499,56 
237.SOS.921.000,00 

0,00 

1---------
1 .897.387 .440.8J5,S6 

l.039.894.717.237,39 

BclanjJ 8llntu.on Kcua,ng.,n l;ep.xla Pfovr1si/Kisl.)upate,VKot;i dan Pf'menntahan Oesa/P-.utal 
PoObk 

673.673.042.250,00 
2a.'463.oio.ooo.oo 

73.000.000,00 

294.90'1.IJl.()46,89 

Bclon;, lld.>k Tetdugo 

BEL.ANJA LANGSUNG 

Belanja Pegawai 

BelanJa earang dM JdSa 

U.,lanJa Modal 

PEMBIAYAAN OAERAH 

PEN(R1MAAN PEM8IAYAAN OAERAli 

SoSd '-""" Perlm,Jngai, Al>gg..-an TahtJn Mgga,aii Sebc~umnya 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 

Pct'ryert].an Mo<l..tl (In~Si) Penicrinta:11 Daer-.,h 

42.781.523.9-10,50 

47.035.030.520,00 
489.322.547.403,36 

321. IJ5.14~ 67➔,SI 

-
SURPLUS / (OEFISIT) (50.273.868.342,00) 1----....:.. _ _ _ _ ..:.._~ 

PEMBJAYAAN NETTO 

s~.273.868.3-12.00 

55.273.868.34Z,00 

5.000.000.000,00 

5.000.0IX).000,00 

S0.273.868.342,00 

SISA LEBIH PEMBIAYAAN JINGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 
1-----.l------- - ------..I======:= 

Haloman 1 


